BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 356

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian
Terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun



1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4335};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahin 1972);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau

Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 165);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

2. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat
TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat
lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian
Daerah.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada
instansi pemerintah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

6. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri

Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja



10.

11.

12.

13.

14.

15.

yang bekerja /diserahi tugas selain tugas bendahara.
Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota
lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS
adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan
perundang-undangan  tertentu  guna  menunjang
pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pihak Yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan
hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang
karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak
di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam
hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah
menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat
berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yvang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

menyelesaikan Kerugian Daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses
penyelesaian Kerugian Daerah.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
yang selanjutnya disebut Majelis adalah Para
Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan
pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan
dari Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau
pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau
pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah
dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah
surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal
SKTJM tidak mungkin diperoleh.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat
keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang
mempunyai kekuatan hukum tetap tentang
pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap
Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain.

Tunai adalah pembayaran yang dilakukan
sekaligus/lunas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya di singkat



25.
26.

27.
28.

BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia/Lembaga Negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten

Wonogiri.

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan
Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan
Bendahara atau pejabat lain.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar
setiap Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara
Bukan Bendahara atau pejabat lain dapat diselesaikan
secara cepat dan tepat berdasarkan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan

Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

Bukan Bendahara dan Pejabat lain di lingkungan Pemerintah

Daerah.



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 4

Bupati bertindak sebagai PPKD.

PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas dan wewenang:

a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian
Daerabh;

b. membentuk dan menetapkan TPKD,;

c. menyetujui atau menolak laporan hasil
pemeriksaan TPKD;

d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada

BPK;

membentuk dan menetapkan Majelis;

menetapkan SKP2KS;

menetapkan SKP2K; dan

TRt O

. melakukan pembebasan atau penghapusan
penggantian Kerugian Daerah.

Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku
bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf e, huruf g, dan huruf h

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD
sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila Kerugian
Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5
PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan
Kerugian Daerah.
TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki
tugas dan wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;



(1)

b. mengumpulkan bukti pendukung  terjadinya

Kerugian Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah,;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Aparatur
Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Kerugian Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang
membentuk.

TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi

pengawasan sebagai Ketua TPKD dan anggota
melibatkan pejabat pada SKPKD dan pejabat terkait
lainnya sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan.

TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu

pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi

pengawasan.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 6
PPKD membentuk Majelis untuk melakukan
penyelesaian Kerugian Daerah.

Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain;

b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas
penyelesaian Kerugian Daerah  yang  telah
dikeluarkan SKTJM; atau

10



(3)

(4)

(3)

Cc. penerimaan atau keberatan Pihak Yang
Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris atas penerbitan SKP2KS.

Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas

Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang

diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 7

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

mempunyai tugas memeriksa dan memberikan

pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui
sidang.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan;

d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk
melakukan pemeriksaan ulang;

e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil
pemeriksaan ulang oleh TPKD;

f. memberikan pertimbangan dan  mengusulkan
penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau
barang milik daerah;

g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan

h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam
penyelesaian Kerugian Daerah

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2

11



(4)

huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:

a.

memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan

barang jaminan;

. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian

Daerah kepada instansi yang menangani urusan

utang/piutang negara;

. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan

. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam

penyelesaian Kerugian Daerah.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf ¢, mempunyai tugas dan wewenang:

a.
b.

memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM;

menolak seluruhnya, menerima seluruhnya,
menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak
Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;

memeriksa bukti;

. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Daerah;

meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu;

melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk

melakukan pemeriksaan ulang;

. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian

Kerugian Daerah;

memberikan  pertimbangan dan  mengusulkan
penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau
barang milik daerah;

memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk

penyelesaian Kerugian Daerah.

12



Pasal 8
(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN
DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan

langsung;

b. aparat pengawasan internal pemerintah;

c. pemeriksaan BPK;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;

e. informasi tertulis dari masyarakat secara
bertanggung jawab;

f. perhitungan ex officio ; dan/atau
g. pelapor secara tertulis.
(2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya

Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Informasi

Pasal 10
Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi

Kerugian Daerah.

13



(2)

(1)

(2)

Pasal 11
Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang
melibatkan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara di
lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan
pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris
DPRD.
Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan
Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah.
Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan
Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian
Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan
pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang
dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian

Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD pengampu.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12
Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan
kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak
diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPKD memberitahukan kepada BPK paling lama 3

(tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

14



(1)

(2)

(1)

(1)

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian

Kerugian Daerah

Pasal 13
Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai
dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1}, PPKD membentuk TPKD paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14
TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk
menghitung nilai Kerugian Daerah.
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah
yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara
Kerugian Daerah kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli
Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan
pemeriksaan berakhir.

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap
hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri

dokumen pendukung.
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(3)

(1)

(4)

(5)

(1)

(2)

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara

disampaikan.

Pasal 16
TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) diterima.
Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli
Waris dalam hasil pemeriksaan.
Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai
dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak
ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan
memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan ayat (4).
Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau batas akhir

diterimanya tanggapan.

Pasal 17

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa
pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga
dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:

a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau

b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling
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(1)

(2)

sedikit memuat :

a. dasar penugasan TPKD;

b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
Kerugian Daerah,;

c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian
Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;

d. jenis obyek Kerugian Daerah;

e. jumlah Kerugian Daerah;

f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan

g. kesimpulan.

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang

disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau

tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

paling sedikit memuat:

a. dasar penugasan TPKD;

b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang;

c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang;

d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan

e. kesimpulan.

Pasal 18
Berdasarkan laporan  hasil pemeriksaan  yang
disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD
memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi
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yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada
PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 19

(1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui
laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala
SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak
Yang Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan,
melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian
Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3} Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan
surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian
Daerah dalam bentuk SKTJM.

(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam
bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat
penugasan.

(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat :

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
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(6)

9)

(10)

(1)

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian
Daerah;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

e. pernyataan dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik
kembali.

Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminkan; dan

c. surat kuasa menjual.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang

ditandatangani oleh Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli

Waris tidak dapat ditarik kembali.

Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai

dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang

telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi

jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

setelah mendapat persetujuan dan di bawah

pengawasan PPKD.

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian

Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud

pada ayat (5).

Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 20

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan
melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/
Pengampu,/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib

mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
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(1)

(2)

(3)

(5)

pada Pasal 19 ayat (10) paling lama 90 (sembilan puluh)
hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian,
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM

ditandatangani.

Pasal 21

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat

kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati

sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka

waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (2).

Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui

kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan

PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo

berakhir.

Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada

Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5

(lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu

diterima.

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. keadaan kahar;

b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah
sakit; dan/atau

c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari instansi terkait.
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Pasal 22
Dalam hal Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber
dari pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah dan
selanjutnya indikasi Kerugian Daerah telah diselesaikan
dalam proses pemeriksaan dibuktikan dengan Surat Tanda
Setor (STS) atau bukti lain yang dipersamakan dan SKTJM,
PPKD tidak menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 23

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera
menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala
SKPKD.

(2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat materi:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah,

c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar;

d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian
Daerah; dan

e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris yang dapat dijadikan jaminan.
Pasal 24

(1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS
kepada Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang

21



(2)

(3)

(4)

(5)

Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga] hari
kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh  Hak/Ahli
Waris.

PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam
hal Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia
menandatangani tanda terima.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala
SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli
Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima
setelah SKP2KS disampaikan.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4,
disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada

Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan

SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

(1)

(2)

Pasal 26
SKP2KS mempunyai kekuatan hukum  untuk
pelaksanaan sita jaminan.
Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada
instansi yang berwenang.
Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang
berwenang melaksanakan urusan utang/piutang negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli waris dapat menerima atau mengajukan
keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya SKP2KS.

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan
disertai bukti.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak menunda kewajiban Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh = Hak/Ahli

waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 28

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1)

Pasal 29
Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah
keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS
diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan
kepada PPKD untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
b. penghapusan:
l.uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur
Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain;
dan/atau
2.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang
berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
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(2)

(3)

digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, PPKD:
a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab

atas Kerugian Daerah; dan

b. menetapkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur
Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat Lain;
dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang
berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.

Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari
Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik
daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil
Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur
Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang
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berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai.

(4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis

menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 31
(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
disampaikan kepada:
a. BPK;
b. Magjelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris.
(2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

ditetapkan.

BABV
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 32
(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan
penentuan nilai atas berkurangnya:
a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau
b. barang bukan milik daerah yang berada dalam

penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara
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(2)

(3)

(2)

atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. nilai buku; atau

b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan,
nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling

tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 33
TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang
memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar
suatu barang milik daerah.
Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau
nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai

kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai

wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak

asuransi.

(1)

(2)

Pasal 35

Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang
milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau
lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah,
PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian
daerah.

Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM,
SKP2KS atau SKP2K.
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(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 36

Kepala SKPKD melaksanakan  penagihan  atas

penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli

Waris.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan bersama dengan Kepala SKPD terkait.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang

dilakukan dengan surat penagihan.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},

diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
ditetapkan.

Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit

memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2KS;

c. tata cara pembayaran; dan

d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling

sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
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(7)

(1)

(2)

dalam SKTJM atau SKP2KS;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2K;

d. tata cara pembayaran; dan

e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

disampaikan ~ kepada Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli

Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat

penagihan diterbitkan.

Pasal 37
Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian
Daerah berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan
jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/, Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas
waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam
SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD
memberikan surat teguran tertulis.
Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Kepala
SKPD terkait.

Pasal 38

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2], dilakukan secara bertahap dimulai dengan
diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan
kedua.

Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahl
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas
waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKTJM.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh  Hak/Ahli Waris belum memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
peringatan kedua.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh  Hak/Ahli Waris belum memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar
pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya
penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh

Majelis.

Pasal 39
Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian
Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai
dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas
waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD
memberikan teguran tertulis.
Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Kepala
SKPD terkait.
Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu
pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS,
penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana
tercantum dalam SKP2K.

Pasal 40

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan
diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan
kedua.

Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1), disampaikan kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas
waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh  Hak/Ahli Waris belum memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
peringatan kedua.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian
Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan

keputusan Majelis.

Pasal 41
Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian
Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai
dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas
waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD
memberikan surat teguran tertulis.
Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Kepala
SKPD terkait.

Pasal 42

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan
diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan
kedua.

Peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Pihak Yang
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(4)

(2)

(3)

Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas
waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKP2K.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh  Hak/Ahli Waris belum memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
peringatan kedua.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian
Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan
penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang

menangani utang/piutang negara.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 43
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke
Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat
penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(3).
Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. bank;
b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
c. bendahara penerimaan.
Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas

umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
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BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 44

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan

bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

(1)

(3)

Pasal 45

Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti

pembayaran terhadap setiap pembayaran yang

dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum

daerah.

Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas

kepada Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan

penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan

jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM,

SKP2KS, atau SKP2K.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2}, paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bhahwa Pihak Yang  Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah
melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal
surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas
dasar pelunasan SKTJM; dan

€. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang
disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang
diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau
SKP2K.

32



(4)

(5)

Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas
dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian
bukti kepemilikan barang jaminan.

Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas

dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan

surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang
berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada:

a. BPK;

b. Majelis Pertimbangan;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti
Kerugian Daerah; dan

d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta

kekayaan.

Pasal 46

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Kepala SKPKD
mengusulkan kepada PPKD penghapusan :

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah

(1)

yang berada dalam penguasaan Bendahara, Aparatur
Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada
dalam penguasaan Bendahara, Aparatur Sipil Negara
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 47
Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian
Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada
yang seharusnya, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh = Hak/Ahli
Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan

tagihan Daerah.

33



(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh  Hak/Ahli Waris telah  melakukan
penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
pengembalian kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian
kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi
setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada
belanja tidak terduga.

(5) Permohonan  pengurangan  tagihan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan

c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 48
Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah
kepada instansi yang menangani urusan utang/piutang
negara apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), berdasarkan
SKP2KS dan SKP2K ternyata pelaku Kerugian Daerah tidak

menindaklanjuti/wanprestasi.

Pasal 49

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada
instansi yang menangani urusan utang/piutang negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 50

(1) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka

penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai
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(2)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tuntutan Ganti Kerugian yang telah ditetapkan
pembebanannya diakui sebagai Piutang Kerugian
Daerah.

Pasal 51

Kualitas Piutang Kerugian Daerah dikategorikan sebagai
berikut:

a.

(1)

kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan;

kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak

dilakukan pelunasan; dan

. kualitas macet apabila:

1. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan; atau

2. Piutang telah diserahkan kepada instansi yang

menangani urusan utang/piutang negara.

BAB VIII
TATA CARA SIDANG MAJELIS

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 52
Standar operasional prosedur Sidang Majelis merupakan
pedoman pelaksanaan kegiatan Acara Sidang Majelis
Pertimbangan.
Standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan
Acara Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
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(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

a. dalam menyelesaikan Kerugian Daerah bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat
lain;

b. dalam menyelesaikan Kerugian Daerah kepada pihak
yang merugikan/pengampu,/ yang memperoleh hak
/ahli waris yang dinyatakan wanprestasi setelah
dikeluarkannya SKTJM; dan

c. dalam penerimaan atau keberatan atas penerbitan
SKP2KS.

Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh
anggota, dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat
majelis pertimbangan.

Majelis Pertimbangan dalam sidangnya dapat memanggil
Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat
lain melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai
dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak
langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk

dimintai penjelasan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 53
Ruang sidang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis.
Tata letak meja dan kursi Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
diatur sedemikian rupa, sehingga posisi duduk terduga
dan/atau  saksi dan/atau pemberi keterangan
berhadapan dengan Majelis.
Tata letak meja dan kursi Sekretaris Majelis dan anggota
Sekretariat selaku penuntut diletakkan pada posisi
sebelah kanan Majelis Pertimbangan.
Tata letak meja dan kursi Kepala SKPD dan staf SKPD
selaku pembela diletakkan pada posisi sebelah kiri
Majelis dan berhadapan dengan letak meja dan kursi

Sekretaris Majelis.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga

Jadwal Pelaksanaan Sidang

Pasal 54
Sekretaris  Majelis  dibantu  Sekretariat = Majelis
Pertimbangan menyusun jadwal sidang majelis,
menyiapkan bahan sidang, menyiapkan undangan,
menyiapkan konsep SKTJM/SKP2K/SKP2KS,
menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan
dokumen lain yang diperlukan.
Sekretaris Majelis menyampaikan dan
mengkonsultasikan jadwal sidang kepada Ketua Majelis
sebagai kesepakatan pelaksanaan sidang majelis.
Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan
hanya memutuskan penyelesaian kasus- kasus yang
telah dipersiapkan kelengkapannya oleh Sekretariat
Majelis.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sidang

Pasal 55

PPKD setelah menerima laporan hasil verifikasi
informasi Kerugian Daerah memerintahkan Majelis
Pertimbangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau
Pejabat lain, menyelesaikan Kerugian Daerah kepada
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh
Hak /Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi setelah
dikeluarkannya SKTJM atau penerimaan atau keberatan
atas penerbitan SKP2KS, melalui Sidang Majelis.

Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan
apabila dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota Majelis Pertimbangan.

Sidang Majelis dipimpin oleh Ketua Majelis.
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(7)

(8)

(10)

(11)

(1)

(2)

Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan
hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

Sidang Majelis dihadiri Sekretaris Majelis dan anggota
Sekretariat selaku penuntut adanya kerugian daerah
dengan bukti-bukti kerugian yang sebenar- benarnya.
Sidang Majelis dapat dihadiri Kepala SKPD dan Staf
selaku Pembela.

Sidang Majelis dapat dihadiri pihak lain dan/atau Saksi
berdasarkan kesepakatan Majelis.

Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat
diwakilkan dalam sidang.

Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan
hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus
memberitahukan secara tertulis kepada majelis
pertimbangan melalui Sekretariat Majelis Pertimbangan.
Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan
hadir dalam  sidang pertama, anggota yang
bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan
apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan,

maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan

Pasal 56
Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan
secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga ) dari
jumlah anggota yang hadir.
Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap
anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu)
hak suara.
Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang
hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan.

Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan,
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maka keputusan diambil dengan pengambilan suara
pada paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumiah
anggota yang hadir.

(6) Dengan tidak mengurangi hak suara anggota Majelis
Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota
sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan
informasi dan penjelasan yang diperlukan.

(7) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Keputusan Sidang Majelis

Pasal 57
Keputusan sidang Majelis dapat berupa :
a. memutuskan dan menetapkan adanya Kerugian Daerah;
atau

b. memutuskan dan menetapkan tidak ada Kerugian Daerah.

Pasal 58

(1) Sidang Majelis memutuskan adanya Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, maka
hasil keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan
sidang Majelis dan selanjutnya diterbitkan Keputusan
Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian
Daerah.

(2) Sidang Majelis memutuskan tidak ada Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, maka
hasil keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan
sidang Majelis dan diterbitkan Keputusan Bupati yang
menyatakan bukan Kerugian Daerah serta dikeluarkan
dari catatan Kerugian Daerah.

(3) Keputusan Penetapan Pembebanan Kerugian Daerah

ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 59

Standar Operasional Prosedur Sidang majelis sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

(1)

(2)

KERUGIAN

Pasal 60

Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian
Daerah kepada Bupati, berdasarkan hasil pemantauan
dan evaluasi SKPD yang mempunyai fungsi
pengawasan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
daftar Kerugian Daerah.

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling

lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 61

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada

BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti

Kerugian dinyatakan selesai.

(2)

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 62

Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian
Daerah yang dikategorikan piutang macet berdasarkan
pertimbangan dari instansi yang menangani urusan
utang/piutang negara.

Selain pertimbangan dari instansi yang menangani
urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang
Kerugian Daerah  dilakukan setelah  mendapat

persetujuan dari BPK.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau

mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali

mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya
diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang

Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa

menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak

tagih Daerah.

Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan apabila:

a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa
meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan
apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak
mampu;

b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat
diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan
tidak mampu;

c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;

d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan
(curatile) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu;
atau

e. akibat force majeure, yaitu keadaan yang terjadi
diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan
manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.

Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan oleh:

a. Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah
sampai dengan RpS5.000.000.000,00 (lima milyar
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rupiah) per penanggung hutang; dan
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih
dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per

penanggung hutang.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 64

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi
menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun
sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu
8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah,
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris.

Tanggung jawab Ahli waris, Pengampu, atau pihak lain
yang memperoleh hak dari Pihak Yang Merugikan
menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak
Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan
kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak diketahui
melarikan  diri atau  meninggal dunia, tidak
diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang menangani

Kerugian Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Ketentuan mengenai:
a. format SKTJM;

b.

C.

format SKP2KS;

format keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian
Daerah;

. format SKP2K atas Proses SKP2KS;
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format SKP2K atas SKTJM wanprestasi,
format penagihan atas Kerugian Daerah;

format surat keterangan lunas;

5@ 0

. format tanda terima bukti pembayaran;

—t

format permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan
setoran; dan

j. format daftar Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan
proses penyelesaiannya.

(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan
Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati

ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 68
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 19 Nopember 2021
PATI WONOGIRI,%
S\ .
\. 4 ,%\\
e ; QA

M SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 19 .opember 2021




A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH TERHADAP APARATUR SIPIL
NEGARA BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

(SOP)

RAPAT/SIDANG MAJELIS

PERTIMBANGAN

URAIAN FROSEDUR

WEPALA SKPD

SEPRDIIUO

WAKYY

" [ Sidung MPRD

Setwlah prosex peneliion MK
dibanni Sekretarint MPKD ntan
Verifilkoai dtndiknai Keruginn
Daeruty dari PPKLD selenai,
sefanjulnys Sekretariat MP

1w nyiauss bedient 8 judwat
Hapat /Sidsuag Maje lis das
pembe ritahuan Sidang

i e 1

kepada NMelaloa TP/TGR unriak hadir
dalam Bidang didnmpingl SKPT dan
sukni vie dipertukan

Tul T inemeriken
dan mewnawancara pihak vang
Marugikan/ Pengampu/ Youg
Momperole h Flak/AhlE Weris
dan/atau pihak yang meagetahuwi
wjadiuys Kerugian Dacruh; b
mcminta keterangan/pe ndapat dari
narssumber yang memitiki
kenhilisn tecimaia:; ¢ e merikas
thakti vang disampaiken

Apabiln 12 rdapat indikas: pecbuatan

melanggar hukum atan Inla: maka
Majelix melalai PREKD

P rintnhkaon TPKD Unluk
meloknanakan pemerikansn
kemmbali. Apibile bukan perbunian
el Liukuas wtau Iulai
Ma;clis mengusulkan peaghapusen
ke ruging duersh,

Acrdasar Laporan Hasll
Pameriknasn Kembnli Majetia
ymengadakan Sidang 1, apatiin
terbaskti bukan perhaeatan
melanggar hukim Majetin

e ngusuikan gelghuguasi:

o pugian Ducraly

“Apmbile e cbukti melanggac hukum

niau lalai, mala ditnkukun prones
JSKTUM alau SKP2KY. Sekre tarial
MPKD? melokentikan jrones
penyehessinn kereginm Dueraly
tdengan mengadministrasikan
RKT.IM, BAST .Iaminan. Kizasa
Jual. rlau STS. (BAST Jasuinan dan
Kitama Jual apahbila pembavaran
ACCArR ANEAFAD)

IHA T

9
PEMBERI | ]

tAHUAN

SURAT

Maonyragkarn
Bahan
Rapat/sidang ,
Meryapkan
perribetitabuan,
korsep SKTIM/
SKPZK/SKP2KS .
HA ferah Yertma

<l

PEMBER]
TANUAN

PENMBCRY
YAMUAN

SIDANG

W

PEMEFRUX -

XEMBALL

DA TAR
KERUGIAN

Vaiar / Canggar
Huym

PERINTAM
FOMERIK
SAAN
KEMBAL

m

SK M, SKIP2x3.

Bukan \alai/
Langgar
ke

Lhad

1 haet

40 hark

T{remixritshuan/Undangan

ks b ratasn

i
ke pada Pelalon TP/TGR
menyetmtkan @ wakiu dan tempat
sidang, identitan  pelaku  yung|
e tiyctatbban  kerogivn,  jumlab
kerugian, xebsd penuntutan dan

SKTIM jremibstynran’ savues fuani
iisetr  gmling dambut 30 hari
de ngun wevkmprilonn tukti sotor
ke rekening Kos Daerah, setelsh
wvalidasi oleh Kasda  dulwn dul

Lunas dilanjutkan usul 8K
Pelusasan, aecara Angsiran
selgluly werbic SK1UM dilanjutkan
msul 8X Pembsbanan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

(SOP)

RAPAT/SIDANG MAJELIS

PIHAK YANG MERUGIKAN/PIHAK YANG MENGAMPU/PIHAK YANG MEMPEROLEH
WANPRESTASI TERHADAP SKTIM

KEPALA

MAJELIS

PERTIMBANGAN

HAK/AHLI WARIS

NO URAIAN PROBEDUR PELAKU XD SKPD BUD P PRRTIMBANGAN BUPATH/PPRD WAKTU XET
1 Setelah proses penelitinn MPKI Me " Pemnberitahuan /Undangam M
dibantu Sckretariat MPKD otas ryiapkan 1| wrormast kepada Peladu P/TGR
Verifiknsi Indikas) Kengian mws:/;aéne PENELTIAN PRY:Y:S& menyebutkan . wakty den tempat
Paerah dari PPKD selesai, Mearvispkan | sidang, jdentitas  pelaku  yaog
selanjutnya Sckyetarint MP pembentahuan, menycbabkan  kerugian, jumlah
tnenyusan baban & jadwal a0 SKYIM kerugian, sebab penuninian dsn
Rapat/Sidang Majelis dan kesempatan mengajuknnt
pemberitalminn Sidang I lc:bcrl:::x
2 IPemberitahuan disampaikan SKTIM pembayaran sccara tunal
MPKIY kepiin Preisku 1P/ RGR Ft::‘[:[ Gm\ 2 4 dinelor  paling  lambst 40 hari
untuk hadir dalam Sidang ] TAHUAN Py M\\“ PERINTAH dengan  menyampalken  bukti
tdicdanpingi SKPI dun srkai yg PEMBERS L ‘_{ PEMBERI PEMERIKSA wior ke rekening Kas Dnerah,
diperitkan TAHUAN o L‘D’:':g AN KEMBALS setelah walidusi oleh Kasda dalam
XPO IRDA hnl Luonas dilinjutkon ceul SK|
Polunasan, seenre  AnNgsums
sctelah terbit SKTUM dilanjutkan|
usul B Pembebanan
A |Sidang MPKD ‘o memeriksa | pe———y N - ) B o T
vt mewnwaneatat pilink yang 515 D“';‘;’s““' 3
Merugikn/ Peogampu/ Yung L
Memiperolch Hok / Ahli Waris ,
dan/atnn pitmk yang iengeishu Dok SKP2K, m
terjadinva Xerugion Dacrah; b,
keterangan f pe1klapnt Yeri
dar nargsumber yung nemiliki -
kcahlian terienty; €. memeriksa
bukti vang dissynpaikan
4 [8ckretariat MPKD melaksannkan Dokumen  SKTIM, BA  Scrah|

proxes penyelesaian kesuging
Deerah dengan
mr'ngmhninis!muikml SKTIM,
BAST Jamninean, Kaasahusd, ataar
STS. (BAST Juninan dan Kuasa
Jual upabila peinbayaran secarn
angsurnn}

SKP2X

‘leritr Kensuy
dan Barang Jaminan disitmpaen di
Sckirtarist MP




C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

RAPAT/SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH
HAK/AHLI WARIS MENERIMA ATAU KEBERATAN SKP2KS

URAIAN PROSEDUR PELAKU TP/TGR | SEKRETARIAT MP it BUPATI BPKRI WAKTU KET
kepada Pihak Yang l Pegawal/Pihak Ketiga, Majelis
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh S skP2x Per dapar gusulk
Hak/Ahli Waris kepada Bupati untuk diterbitkan
2
o | BN | e 7 Kepsiemn Pembcbmris
Sidang MPKD : a. Memoriksa laporan hasil ——l 1 hari Salinan SKPZK disampalkan kepada
pemeriksaan TPKD; | BPK
b. memeriksa laporan mengenal alasan tidak DRAFT/USUL PENERBITAN
dapat diperolehnya SKTIM; SKkP2x e SKP2X
c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, Y
/ lak seb keberatan dari
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Metmperoleh Hak/Ahli Waris; dst.
2 |Dalam hal ybs tidak menering SKPZKS atau — T T T iman T |dengan terbitrya Keputusan
mengajukan keberatan maka dilaksanakan menolak) e
Sidang Majolis -t ;]l e g I menfadi dasar Majolis untuk  menagih)
|atau sita jaminan

3 |Sidang MPKD I1 : a. Memeriksa laporan hasil 1 hari setelal  Pembebanan Sementars  bag)
pemeriksaan TPKD; |Bendahara diterbitkan  oleh  Bupati)
b. memeriksa laporan mengenal alasan tidak diberttahukan kepada HPK
dapat diperolehnya SKTIM; 4
. menalak seluruhnya, menerima seluruhnya, Terlns

fma/ 3 g ok dari

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris m

' | Apabila keberatan diterima selerulinya atau 1 harl dengm terbitnga Keputusan)
|sebagian oleh Sidang Majelis maka bagian dari usSUL P 0/
|keberatan yang diterima diterbitkan Surat s menjadl dasar Majelis wituk  menagih)
Keputusan Penghapusan oleh Bupati — atau sita

SK K
o J




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN

BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama D eesarersecaresrsissssesecsermrarsasarssssananns 1)

NIP L e i reteiieaeateereraere ettt ranaaaas
Pangkat LN
Jabatan D ettt iee e eae e raaaa

Alamat D ittt eerretereeronrane e et nanasaraaaereas e s

Menyatakan dengan sebenarmya dan tidak akan menarik kembali
pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas

Kerugian Daerah sebesar Rp. .cooeeiiiennee. 2) feeriirinnn dengan

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan

menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah............ 4) dalam
jangka waktu.......... 5) (ceeeeevenedengan hurufl...........) bulan sejak saya
menandatangani SKTJM ini, dengan Ketentuan ...........ccc.cccuvneenn., 6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-
barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa untuk menjual

sebagai berikut:



Apabila dalam jangka waktu ............ 5) (ceveeriinnnns dengan huruf............)

setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak

mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah

dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas...... 9)

Saksi-saksi :

.....................

Petunjuk pengisian:

1.

10.

Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani
SKTJM.
Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga
mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas
umum daerah.
Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau
angsuran,
apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas
waktu pembayaran.
Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas
pelunasan Kerugian Daerah.
Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditanda
tangani,
serta nama pihak yang merugikan.
Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
Diisi dengan nama saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu
pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
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B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

KEPUTUSAN. ..c.cciiiiieiiiieeieeann, 1)
NOMOR....cooiiiiieiceneas 2)
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA /L. ettt r et e an e e 3)
Menimbang = T POt ;
D ;
c dst
Menimbang Tl ;
2 e aranan ;
3. dst
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :KEPUTUSAN s 1) TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I ....cccovveveriennn,
KESATU :Membebani Saudara/i ................... 3) sebesar Rp. .......
(terenne dengan huruf....... ) atas Kkerugian daerah
yang  disebabkan. ............... 5)
KEDUA :Mewajibkan Saudara/i ................... 3) sebagaimana

Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah
uang dimaksud secara tunai paling lama 90 {sembilan

puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.



KETIGA :Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,

berikut daftar harta kekayaan milik

Saudara/i......... 3):
- DTN 0}
be
KEEMPAT :Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana

Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima kKeputusan ini.

KELIMA :Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas)
hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU tidak mengajukan Kkeberatan atau
pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan
segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian.

KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di................. 7)
Pada tanggal : ..................
Bupati/Kepala Badan/Kepala Dinas........ 8)
( nama....... )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. e,



Petunjuk pengisian:

L.
2.
3.

Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan nomor keputusan.
Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai NIP bagi Aparatur Sipil

Negara Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.

4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah

5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga

mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

.Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat

dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.

7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.

8. Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.



C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN
DAERAH

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang 2 U U PR ;
b e ;
C dst
Menimbang H P PP ;
OO UPU PP ;
3. dst
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN ..., 1) TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I .......... )
KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp. .. 4)
(---....dengan huruf..............5).
KEDUA : Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.
KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari
kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan

nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
KEEMPAT U O 6)



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1.

Ditetapkan di................... 7)
Pada tanggal : ..........oevves

Bupati.......8)

.......................

Petunjuk pengisian:

1.
2.
3.

Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan nomor keputusan.
Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawaian anggota.

4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.

5. Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.

6. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan

sudah melakukan Kkewsjiban/pembayaran dan berapa yang harus
dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah

melakukan pembayaran.

7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.

8. Diisi dengan nama jabatan.

.Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang

menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang
menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan,
SKPD  dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang

bersangkutan.



D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS

PROSES

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN

KERUGIAN DAERAH SEMENTARA (SKP2KS]

KEPUTUSAN....c.ococvievineeeneneen. 1)
NOMOR . ..oovvviiiiriiiiiiire e, 2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA /T . it e sreae e 3)
Menimbang 22 T PP PP ;
D ;
C dst
Mengingat ) OO ;
2 s ;
3. dst

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

:KEPUTUSAN  ...covvivinicneanns 1) TENTANG PENETAPAN

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I ....oovvran 3)

:Membebani Saudara/i.....c.c.c.... 3) sebesar Rp.......
(venveen dengan huruf....... ) atas  Kerugian Daerah
yang disebabkan. 5).

:Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,

berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i. . 3) :
- PP 0)



KETIGA :Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah
sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke

rekening Kas Umum  Daerah ... 7)
melalui............... 8) paling lambat ... 9)
{dengan

huruf. ) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
KEEMPAT :Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas

waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka hak

penagihan akan diserahkan kepada. ............... 10).
KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di................ 11)
Pada tanggal : .......c.cccoeuen.
Bupati....ccoooeiviviiiiinn, 12)
(corvvmnennn TNAME. vieerrrrannnnn )

. 13)

2.

3.

s P

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.

3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawaian anggota.

4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.

S. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga
mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

6.Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat

dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.

9



11.
12.
13.

. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.

. Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara

penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).

. Diisi dengan batas waktu pembayaran.
10.

Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang
menangani urusan piutang/utang negara didaerah.

Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
Diisi dengan nama jabatan (Pemerintah Daerah).

Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang
menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang
menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan,
SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang

bersangkutan.

10



E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
PROSES SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

WANPRESTASI
KEPUTUSAN. ....cecoveerreeeeernennes 1)
NOMOR ..o 2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA /T et ettt et et e et e e et eaa e aeaeaas 3)
Menimbang - PP PP ;
|3 TP U U PP ;
c. dst
Mengingat EE P PR ;
e e a s ;
3. dst

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di ......

MEMUTUSKAN :

:KEPUTUSAN ..o, 1) TENTANG PENETAPAN

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/T..ccciiiiiiiiiiennnn, 3)

:Membebani Saudara/i.............. 3) sebesar Rp.

........ 4) (.....dengan huruf.......) atas Kerugian Daerah

yang disebabkan ...... 5).

:Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,

berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i. . .......3) :
= TR 6)

b s

:Menyerahkan  hak penagihan Kkepada.................. 7)

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1]



Pada tanggal : .........cceeuis

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.

2. Diisi dengan nomor keputusan.

3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk
kepegawaian anggota.

4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak yang merugikan telah
melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah
diterima Pemda).

S.Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan
terjadinya Kerugian Daerah.

6.Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat
dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.

7.Diisi dengan nama KXantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang
menangani urusan piutang/utang negara di Daerah.

8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.

9. Diisi dengan nama jabatan (Pemerintah Daerah).

10. Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan yang

menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang

menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan,

SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang

bersangkutan.
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F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH.

1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

( KOP PEMERINTAH DAERAH )

....................... SRR
Nomor PN 2) Kepada :
Lampiran @ ..o, 3) Yth. v 4)
Perihal :  Surat Tagihan. Di

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami , Saudara

memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp................. 6)
(eereremriinanns dengan huruf ... ), yang sudah dibayarkan sebesar
Rp.iiiniiiinnn, T) (cererevennanns dengan huruf ............. ), sehingga sisa kewajiban
yang masih harus saudara penuhi sebesar Rpeiivivicnannn, 8)
(cervevennnans dengan huruf

.............. ) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No......9) yang salinannya kami

sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu kami meminta Saudara untuk segera melunasinya dengan

melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah................... 10} melalui .............. 11) paling lambat tanggal ............ 12)
sebesar Rp. ................13) (..............dengan huruf ............. ) sesuai dengan

SKTJM/SKP2K No. 9).



Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada :

LN

.......................

Petunjuk pengisian :

© 0 N &0 & W N =

— g
- O

12.
13.
14.
15.
16.

. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

. Diisi dengan nomor surat.

. Diist dengan jumlah lampiran (jika ada).

. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.

. Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan/yang bertanggung jawab.
. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.

. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.

. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.

. Diisi dengan nomor SKTJM /SKP2K.

. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.

.Diisi dengan pilihan metode.tempat pembayaran apakah ke Bank,

bendahara peneriman atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk
(apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).

Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.

Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.

Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Diisi dengan Perwakilan Kementrian Keuangan yang menangani urusan
piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan
SKP2K]), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang

bersangkutan ditempatkan.
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2. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

( KOP PEMERINTAH DAERAH )

....................... P |

Nomor D et 2) Kepada :

Lampiran : ..coveevveevnnineennn3) Yth. e 4)

Perihal :  Surat Tagihan. Di

.......................................... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami , Saudara
memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp............. 6)
dengan huruf............. ), sesuai dengan dokumen SKP2KS No....... 7)
yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.
Untuk itu kami meminta Saudara untuk melakukan
pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah................... 8)
melalui ..............9 sebesar Rp. ................10)

(<.coersneen.dengan huruf ) sesuai dengan SPK2KS No...... 7) paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.
Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

ceey eeerriinnan 11)
KEPALA BADAN/DINAS....12)

Tembusan disampaikan :
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Petunjuk pengisian :

O 0 N o U AW N

10.
11.
12.
13.

. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

. Diisi dengan nomor surat.

. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).

. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.

. Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan /yang bertanggung jawab.
. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.

. Diisi dengan nomor SKP2KS.

. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.

.Diisi dengan pilihan metode tempat pembayaran apakah ke Bank,

bendahara peneriman atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk
(apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).

Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Diisi SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD

dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.
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G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

KOP PEMERINTAH DAERAH
SURAT KETERANGAN LUNAS

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas........... 2) dengan ini

menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap :

Nama et en e e et e e hate e rre et e e 3)
NIP LT P PP

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K
Nomor.... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. .............. 5)
(.....dengan huruf.....) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K
Nomor........ 4)sebesar Rp....c.c.oee.. 6) {.....dengan huruf.).

Selanjutnya bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset
yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana
tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor. 4) dengan rincian sebagai
berikut :

No. Uraian No. Bukti Lokasi Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

............. Y rereenreeneeenD)
Kepala Badan/Dinas........ 6)
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Tembusan disampaikan :

Yang bersangkutan Arsip

Petunjuk pengisian :

. Diisi dengan nomor surat.

. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.

. Diisi dengan nomor SKTJM /SKP2KS/SKP2K.

. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan.

. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.

. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

O 00 N O o W N

.Diisi dengan Gubernur/Bupati/Bupati, BPK, Perwakilan Kementrian
Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang

bersangkutan ditempatkan.
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H. FORMAT TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN

KOP PEMERINTAH DAERAH
TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas........... 2}/ PPKD
dengan ini menyatakan bahwa telah menerima bukti pembayaran berupa:

1. STS Nomor ... tanggal....

2.
Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K
Nomor.... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ..............5)
(.....dengan huruf.....) dari kewajiban sebesar Rp............... 6) (.....dengan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

............. T <]
Kepala Badan/Dinas........9)



Petunjuk pengisian :

1.

© ® N o R LN

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.

Diisi dengan nomor SKTJM /SKP2KS /SKP2K.

Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan.

Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.

Diisi Nomor Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan.

Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
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I. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN
SETORAN

Kepada Yth. Bupati............. 1)
Di tempat.
Dengan hormat,

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama N 2)
NIP e e aaes

Pangkat Tttt rereetentreeteerrireiaeeetitarenaatereraerannenans
Jabatan T et ierheeeteneratrarieriar et raaatar e ieniesenens

Alamat Tttt eeareettiieseaeeireeranterarrn e e anearnenrenas

............................................................

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan
bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana
tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor.......3) lebih besar dari yang
seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan
Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K

2. Bukti pengurangan tagihan

3. Perhitungan pengurangan tagihan

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas

perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk pengisian :

Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.

2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

21



J. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

.........................

No

Nama/
Jabatan

Unit
Kerja

No.
SKTJM/
SKP2KS/
SKP2K

Uraian

Kasus/

Tahun
Kejadian

Jumlah
Kerugian
Daerah (Rp)

Pembayaran
/Angsuran s/d
Bulan ..(Rp)

Jumlah

Jenis dan
Jumlah
Barang
Jaminan

Ket

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

Petunjuk pengisian :

© ® N 00 U B N -

e
- O

—_
[ 8}

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.

Diisi dengan nomor dan tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
Diisi uraian kasus dan tahun kejadian.

13. Diisi dengan tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.

Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.

Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angkat 7).

Diisi nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya : Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
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Kepala Badan/Dinas

- Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.

f




